
 

 

 

 
 

 
 

GUBERNUR PAPUA 
PERATURAN GUBERNUR PAPUA 

 
NOMOR   4  TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PIAGAM  PENGAWASAN INTERNAL 
  DI LINGKUNGAN  PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
Lampiran : 2 (dua); 

 
GUBERNUR PAPUA, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/ 

2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, 

dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, 
disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi; 

b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern  Pemerintah (APIP) 

memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, 
tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi 

ketugasannya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b  perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah 
Provinisi Papua; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di 

Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4884); 

 
3. Undang-Undang ........./2 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan 
Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi 

Papua Tahun 2013 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 

Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis 

Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua 
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 3); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 

 
11. Peraturan ........./3 
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11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan Fungsional; 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara 
Nomor 19 Tahun 2009   tentang Pedoman Kendali Mutu Audit  

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN 

INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINISI PAPUA. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua. 

2. Gubernur ialah Gubernur Papua. 

3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah 
Provinsi Papua. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua. 

6. Inspektur ialah Inspektur Provinsi Papua. 

      

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

Piagam pengawasan internal dimaksudkan untuk memberikan landasan, 

pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan 
bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan intern di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. 
 

Pasal 3 

 
Piagam pengawasan internal bertujuan untuk : 

a. memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi 
tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; 

 
b. memberikan ......../4 
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b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada perangkat daerah dan pihak-pihak terkait 
tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab bagi Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif 
terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 

c. sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya 
organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum 

dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Papua; 

d. sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif 

dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, 
akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

 

Pasal 4 
 

(1) Piagam pengawasan internal memuat kedudukan dan peran Inspektorat 
Provinsi Papua, visi dan misi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, 

kewenangan, tanggung jawab, tujuan, sasaran, lingkup pengawasan, kode 
etik, standar audit, persyaratan auditor, larangan perangkapan tugas dan 

jabatan auditor, hubungan kerja dan koordinasi, dan penilaian berkala. 

(2) Piagam pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
lampiran ditandatangani oleh Gubernur Papua 

(3) Piagam dan Ruang Lingkup Pengawasan Internal sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini. 

 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. 
     

Ditetapkan di  Jayapura 

pada tanggal 18 Januari 2018                         
              

GUBERNUR PAPUA, 

CAP/TTD 
LUKAS ENEMBE, SIP, MH 

  

Diundangkan di Jayapura 
Pada tanggal 19 Januari 2018 
Sekretaris Daerah Provinsi Papua 

               CAP/TTD 
   T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP 

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 4 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 
Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH 

NIP. 19661202 198603 1 002



 

 


